Koalisi Sipil Laporkan Dugaan
Korupsi Retret ke KPK, 4
Pihak Termasuk Mendagri Tito
Diduga Terlibat
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ORINEWS.id — Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajukan
laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada
Jumat, 28 Februari 2025.

Laporan 1ini, terkait dugaan praktik korupsi dalam
penyelenggaraan retret kepala daerah yang berlangsung di
Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Laporan mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rpll
miliar hingga Rpl3 miliar dan diduga melibatkan empat pihak
besar.

Keempatnya, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito
Karnavian, politisi, serta direksi dan komisaris PT Lembah
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Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

Koalisi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, Kontra$S, dan
ICW 1ini, menilai bahwa kegiatan retret diduga melanggar
ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Koalisi Sipil

Terkini, peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
(PBHI), Annisa Azzahra, mengungkapkan bahwa 1laporan ini
didasarkan atas tiga poin utama yang bukti-buktinya sudah
dikumpulkan.

“Pertama itu terkait dengan penggunaan APBN yang kami
pertanyakan juga transparansinya. Yang kedua, indikasi terkait
dengan pengadaan barang jasanya yang ternyata tidak
transparan,” ucap Annisa dalam acara Sapa Indonesia Malam di
Kompas TV, Selasa (4/3/2025).

Kemudian, yang ketiga ialah terkait konflik kepentingan.

Annisa menyinggung perihal surat edaran awal dari Kemendagri
mengenai kepala daerah wajib untuk membayar biaya retret
menggunakan APBD yang kemudian direvisi pada 13 Februari 2025.

Revisi 1itu menyatakan pembiayaan retret akan ditanggung
seluruhnya oleh APBN.

Namun, jelas Annisa, revisi ini tak menghapus fakta bahwa para
kepala daerah sudah terlebih dahulu diminta untuk mentransfer
dana ke PT LTI.

“Kami juga melampirkan bukti itu di dalam laporan kami, ada
sekitar Rpll miliar yang sudah ditransfer dan juga diterima
melalui rekening PT LTI oleh 503 kepala daerah,” papar Annisa.

Menurut Annisa, pihaknya juga menghitung bahwa dari APBN
seharusnya mengalokasikan dana sebesar RplO miliar untuk 1.092
peserta retret, tetapi yang ikut hanya 503 kepala daerah.



“Yang mana seharusnya biayanya hanya sekitar 4,76 miliar, tapi
total dana yang sudah dikumpulkan oleh PT LTI dari APBD itu
mencapai 11 miliar sehingga ada selisih 6,29 miliar yang tidak
tahu ini dana APBD yang dialihkan ini digunakan untuk apa,
tidak ada transparansi di sana,” terang Annisa.

Lebih lanjut, Annisa berujar, di dalam sistem informasi
rencana umum pengadaan Kemendagri, tidak ada proses pengadaan
yang sah untuk penyelenggaraan retret.

Laporan Koalisi Sipil

Sebelumnya, mewakili koalisi, Dosen Hukum Tata Negara
Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan pelaksanaan
retret diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-
undangan.

Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaran retret
kepala daerah, seperti penunjukan PT LTI sebagai perusahaan
yang mempersiapkan retret.

Koalisi Masyarakat Sipil mensinyalir PT LTI berada dalam
lingkaran kekuasaan.

“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan
dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak
mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang
sebenarnya harus dilakukan secara terbuka,” ucap Feri kepada
wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat
(28/2/2025).

Menurutnya, proses penunjukkan PT LTI mestinya dilakukan
secara terbuka dan transparan.

Namun, prinsip tersebut, tidak terealisasikan dalam
pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar
itu.

“Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar



Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program
yang sangat besar se-Indonesia.”

“Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip
kehati-hatian,” sambungnya.

Kejanggalan Sumber Anggaran dan Dugaan
Keterlibatan PT Jababeka

Kecurigaan bermula setelah tersebarnya Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ] tentang Orientasi Kepemimpinan
Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang
menyatakan, akan diselenggarakan orientasi kepemimpinan pada
21 hingga 28 Februari 2025 dan menyebutkan bahwa pembiayaan
ditransfer melalui PT LTI.

Setelah hal itu ramai di media sosial, selanjutnya muncul
Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ perihal Pembiayaan Kegiatan
Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tahun 2025 yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan
pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri.

Annisa Azzahra menyoroti celah anggaran yang mencuat dalam
laporan ke KPK.

Ia menegaskan, biaya keikutsertaan kepala daerah dalam retret
ini diduga dibebankan kepada APBD, yang bertentangan dengan
ketentuan yang mengharuskan dana sepenuhnya berasal dari APBN.

“Di situ kami menemukan ada celah anggaran yang sangat besar,
yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan
dengan pelaksanaan di lapangan. Jumlahnya sangat besar sekitar
Rp6 miliar itu ternyata di-cover oleh APBD,” kata Annisa dalam
kesempatan sama, Jumat.

Menurutnya, hal tersebut, sejatinya tidak diperbolehkan
lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah.

Padahal, lanjutnya, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut



mesti ditanggung oleh APBN.

“Harusnya, kegiatan orientasi dan retret ini dibiayai secara
penuh oleh APBN. Ternyata, keadaannya itu tidak terjadi,”
sebutnya.

Annisa juga menyampaikan perihal PT LTI yang dipercayakan
mengelola program retret kepala daerah diduga terlibat dalam
konflik kepentingan, karena jajaran petingginya terdiri dari
kader Partai Gerindra.

Ketiadaan proses pemilihan tender yang jelas semakin
memperkuat dugaan tersebut. Annisa menekankan bahwa penunjukan
yang tidak transparan melanggar aturan pengadaan barang dan
jasa.

Ia juga menyesalkan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah
terkesan membuang-buang anggaran, yang bertentangan dengan
kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, dan berpotensi
membuka celah untuk praktik korupsi yang menguntungkan pihak
tertentu.

Selain itu, kejanggalan lainnya adalah keterlibatan PT
Jababeka yang juga diduga ikut berperan dalam proses
penyelenggaraan retret ini, meskipun peran mereka belum
sepenuhnya jelas.[source:tribunnews]



